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ABSTRAK 

 

Dalam prinsip pokok pengelolaan keuangan partai politik tertera prinsip 

akuntabilitas dan transparansi, yang mana prinsip transparansi mengharuskan 

partai politik bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan keuangan partai 

politik dan prinsip akuntabilitas merupakan pelaksanaan pertaggungjawaban 

dalam suatu kegiatan partai politik. Dalam penelitian ini yang menjadi masalah 

adalah: pertama bagaimana pengelolaan keuangan partai politik yang bersumber 

dari non APBD di Kabupaten Pasaman? kedua bagaimana pertanggungjawaban 

keuangan partai politik yang bersumber dari non anggaran pendapatan dan belanja 

daerah di Kabupaten Pasaman? Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian 

yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang melihat norma hukum yang berlaku 

dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan 

dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan 

dengan pengurus partai politik di Kabupaten Pasaman. Berdasarkan hasil 

penelitian disimpulkan: a. Dalam kontek daerah Pasaman pengelolaan keuangan 

partai yang bersumber dari luar anggaran pendapatan dan belanja daerah belum 

dilakukan secara efektif sehingga publik tidak dapat mengetahui bagaimana 

pengelolaan keuangan partai politik dilakukan b. Minimnya laporan tentang 

pemasukan dan pengeluaran dari partai politik tempat penulis melakukan 

penelitian. Untuk itu perlu diperhatikan tentang laporan pengelolaan keuangan 

partai politik yan bersumber dari non anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

 


